
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan 

penting sebagai potensi sumber daya manusia serta pen lerus ci lta-cit la banlgsa 

di masa depan. Karena memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus, anak 

memerlukan bimbingan serta perlindungan guna memastikan tumbuh 

kembang fisi lk, menltal, dlan sos lial yan lg seim lbang. Abdussalam (dalam Vina 

Anggariana, 2020) menyatakan bah lwa an lak adal lah titipan sekalligus anugerah 

dari Tuhlan Yalng Malha Elsa yanlg harlus dij laga, kalrena dalam dliri an lak melekat 

harklat, martalbat, dlan hlak-halk kemalnusiaan y lang patut dihormati. Oleh karena 

itu, orlang tu la, kelualrga, daln malsyarakat memiliki tanggung ja lwab unltuk 

melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuali denlgan ketentuan hukum. 

Sebalgai bagi lan dalri genlerasi mu lda, an lak ju lga berpleran sebalgai pewaris 

perjuangan bangsa dan aset penting dalam pembangunan nasional. 

Karakteristik dan sifat khas yang dimiliki oleh anak secara khusus dia ltur 

dalalm Palsal 28B Undang-Undlang Das lar Nelgara Republik Indonesia Tahu ln 

1945, yang menegaskan bah lwa seltiap an lak memiliki hak untuk hidulp, tumbluh 

dlan berkelmbang, selrta memperoleh perlindung lan dalri segala bentuk 

kekerlasan daln diskrilminasi. Ketelntuan ini didasarkan pada UUD 1945 d lan 

prilnsip-prinlsip fundamental yanlg tercant lum dalalm Konvelnsi Halk-Hlak Analk. 

Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip prinsip pokok yang 

terkandung dalam Konvensi Hak Hak Anak yang meliputi: a) Asas Non 
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Diskrimi lnasi; b) Kepe lntingan terb laik balgi anlak; c) Halk u lntuk hid lup, 

kelangsunlgan hidlup, perkelmbangan dlan penghargalan terhaldap alnak 

Berdasarkan pada catataln Komilsi Perlindlungan Anlak Indo lnesia (KPAI) 

yang menyebu ltkan, bahwa anglka korblan peleclehan seksulal yang terjadi pada 

analk sema lkin meningkat seti lap tahunnya. Dapat dilihat dalri persentase yang 

meningkat terus d lari Tahlun 2020 hilngga talhun 2022 baik itu a lnak yalng 

menljadi korblan pelecelhan seksulal ataupun analk yanlg berbulat sebalgai pel laku 

peleclehan sek lsual. Berdasalrkan halsil dalri peneli ltian KPA lI, terhlitung 

sebalnyak 70 pers len oranlgtua yanlg dianggap bel lum malmpu menlgasuh anlak 

merelka den lgan menlerapkan met lode yalng l lebih telpat sesuali denlgan 

perkembanlgan zam lan. 

Analk yan lg berhad lapan deng lan hukulm (ABH) terma lsuk kelompok 

masyarakat yalng rentan, balik dlari selgi fislik, menltal, malupun sos lial, sehingga 

penanganannya memerlukan perlakuan khusus (Kayus, 2023:114). Kasus 

pidana yang melibatkan anak cukup sering ditemukan, sal lah s latunya adal lah 

tinldak persetu lbuhan yanlg dilaklukan olleh analk. Baik alnak itu menjadi korban 

persetulbuhan ataupun pelaku persetubuhan. Hlal inli terjadli karelna kuralngnya 

pengalwasan dalri orangtua terhadap anak dala lm kehidupan sehari-hari. 

Perbuat lan jahlat ylang tertanlam palda dirli anlak timlbul salah satunya disebabkan 

karelna peng laruh balcaan yalng burluk, galmbar, serlta fillm atau tontonan porno. 

Maka dari itu akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan 

dari anak tersebut dan di lmana akaln mem lbuat analk memliliki keinginlan daln 

berkehendak untuk melakukan perbuatan jahat kepada seseorang atau anak 

lainnya. 
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Salah satu langkah yang diambil dalam mencegah dan menangani 

kenakallan an lak (poliltik krilminal alnak) adalah melal lui pembentukan si lstem 

peradlilan khusus untuk an lak atau Juvenlile Julstice. Si lstem ini tidak hanya 

bertujulan unt luk memberikan sanlksi pidalna kepada an lak ylang melaku lkan 

tindlak pid lana, melainkan juga berfokus pa lda prinsip bah lwa salnksi terlsebut 

digunakan sebalgai alat untuk menduk lung kesej lahteraan alnak. Artinya, 

hukuman bagi anak harus dirancang agar dapat membantu mereka tumbuh 

dan berkembang secara sehat, sekaligus memperbaiki perilaku mereka tanpa 

merusak masa depan mereka. 

Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak telah ditetapkan, 

khuslusnya balgi anlak yalng berhladapan atau terlibat dala lm permasalahan 

hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut 

memberikan perlakuan dan perlindungan yang berbeda dalam menjamin hak 

serta kewajiban anak, mencakup seluruh tahapan prose ls peradil lan pid lana, 

mulai d lari t lahap penyellidikan, penyidi lkan, hingga pelaksanaan hukuman. 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menetapkan b lahwa alnak yanlg terl libat dlalam tindalk pidalna, atalu yalng 

dallam pralktik peraldilan dikenal seba lgai anlak yalng berlhadapan deng lan 

hulkum, harus diperlakukan dengan pendeka ltan khusus yalng 

mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kepentingan terbaik mereka. 
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Prinsip kepenti lngan terlbaik blagi an lak dallam Undalng-Undlang Nlo. 11 

Talhun 2012 te lntang Sistelm Perad lilan Pid lana Analk (SPPA) merupa lkan 

pedoman yalng harus diutamakan dal lam setiap proses peraldilan yang 

melibatkan anak. Prinsip ini berfokus pada upaya melindungi, mendidik, dan 

membina anak, dengan mempertimbangkan da lmpak jalngka panjalng bagi 

kehidupan alnak dli masla mendatang. Prinsip kepenting lan terb laik balgi analk 

tercantlum dal lam Palsal 2 hurluf (d), yang menyatakan bahwa setiap keputusan 

dalam peraldilan pidalna alnak harlus mendahulukan kepent lingan telrbaik blagi 

anlak. Ini berarti bahwa setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam 

proses hukum wajib mempertimbangkan dampak positif yang sebesar- 

besarnya bagi anak tersebut. 

Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya mempertahankan 

hubungan keluarga, yang berarti sebisa mungkin menghindari penahanan atau 

pemenjaraan bagi anak. Jika pemenjaraan tidak terhindarkan, maka harus 

dipastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan dalam lingkungan yang terpisah 

dari orang dewasa, serta dilengkapi dengan program pembinaan dan 

rehabilitasi yang memadai. Dengan demikian, tujuan dari UU ini adalah agar 

proses hukum yang dilalui anak tidak menghilangkan hak-haknya untuk tetap 

tumbuh dan berkembang, serta memberikan kesempatan baginya untuk 

memperbaiki diri dan kemlbali kle maslyarakat sebaglai pribladi yalng leblih balik. 

Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan anak tid lak ditangk lap, ditalhan, 

atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling 

singkat; pasal ini dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk melindungi hak 



5 
 

 

 

 

alnak dlan men lcegah dalmpak nelgatif dlari penahanan jangka panjang. Namun, 

dalam praktiknya, sering ditemukan kasus di mana anak ditahan dalam jangka 

waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. 

Permasalahan mengenai penerapan pemenjaraan anak dalam UU No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sering kali tidak 

sesuai dengan ketentuan waktu yang diharapkan, bisa dikategorikan sebagai 

kekaburan norma. Hal ini terjadi ketika terdapat ketidakjelasan dalam teks 

hukum yang menyebabkan penafsiran yang berbeda antara satu pihak dengan 

pihak lain, termasuk hakim. Dalam hal ini, meskipun UU No. 11 Tahun 2012 

menyatakan bahwa pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir dan 

dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ketentuan tersebut bisa 

dipandang tidak cukup spesifik mengenai batasan waktu atau syarat-syarat 

tertentu yang harus dipenuhi dalam praktek penerapan hukuman terhadap 

anak. Oleh karena itu, hakim mungkin memiliki ruang interpretasi yang lebih 

luas dalam memutuskan waktu hukuman penjara. Norma Kabur terjadi karena 

ketentuan yang menyatakan "pemenjaraan harus menjadi upaya terakhir" dan 

"sesingkat mungkin" bersifat terbuka atau tidak mendefinisikan secara pasti 

durasi "sesingkat mungkin." Akibatnya, ruang interpretasi untuk menentukan 

lamanya waktu pemenjaraan cukup luas bagi para hakim. 

Undang- Undang ini memberi hakim keleluasaan dalam memutuskan 

hukuman yang sesuai, tetapi kurangnya pedoman yang lebih spesifik tentang 

durasi atau bentuk hukuman alternatif selain penjara menyebabkan 

ketidakpastian dalam putusan. Hal ini juga mengarah pada potensi 

ketidakadilan, karena anak yang seharusnya mendapat perlakuan yang lebih 
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mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi, malah mendapat hukuman yang 

sama seperti orang dewasa tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik 

bagi anak. Hakim mungkin merasa terbatas oleh kurangnya pedoman yang 

lebih konkret dan harus memutuskan berdasarkan pertimbangan pribadi, yang 

bisa saja menimbulkan ketidakadilan antar kasus yang serupa. 

Selperti salalh sat lu kaslus yalng melnurut penelliti m lenarik terlkait tin ldak 

pidlana persetu lbuhan terhladap anlak dib lawah ulmur palda put lusan Pengadilan 

Negeri Singaraja Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Sgr. Peneliti tertarik untuk 

meneliti k lasus inli karlena peneliti lan in li memiliki perbedaan deng lan penlelitian 

lainnlya, y laitu saat kejadian pelalku yang maslih berusia 15 tahlun dlan 

Berdasarkan Akta Kelahiran No. 580/Disp/Bll/2010 dengan Kutipan Akta 

Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Buleleng anak korban yang berusia 12 tahun. Anak melakukan 

persetubuhan terhadap anak korban dengan cara awalnya anak disuruh 

menelpon temannya dari jendela kamar oleh anak korban, ketika anak sedang 

menelpon saksi, anak korban sudah berada dikamar dengan tidak 

menggunakan celana, celana dalam, dan BH tetapi masih menggunakan baju, 

setelah itu anak korban berkata kepada anak ”sudah tak telponin” anak 

menjawab “sudah” lalu anak masuk kedalam kamar. Setelah itu anak korban 

berkata “kamu tidak akan buka celana?” Setelah itu anak langsung mebuka 

celana, menaruh dompet dan menaruh rokok kemudian anak korban langsung 

berbaring lalu anak menghampiri anak korban dengan posisi berlutut di depan 

anak korban yang sedang berposisi tidur dan kaki meningkang, setelah itu 

anak menggesekan alat kemaluan anak ke alat kemaluanya anak korban 
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karena alat kemaluan anak belum tegang, setelah alat kemaluan anak tegang 

anak memasukan alat kemaluanya ke alat kemaluannya anak korban yang 

selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai keluar sperma, dari hal 

tersebut diperoleh fakta hukum bahwa anak melakukan persetubuhan dengan 

anak korban atas dasar suka sama suka dengan tidak ada unsur paksaan. 

Dalam putusan tersebut mengingat pasal 81 Ayat (2) UU RI Nom lor 35 

tahlun 2014 ten ltang perub lahan atals UU RI Nom lor 23 tahlun 2002 tent lang 

Perlindulngan Anlak, Undalng-ulndang Nolmor 11 Talhun 2012 ten ltang Sistlem 

Perladilan Pid lana Anlak, Undalng-undlang Nolmor 8 Tah lun 1981 ten ltang 

KUHAP serlta perat luran perunldang-udanlgan lalin yanlg bersanlgkutan, putusan 

hakim menjatu lhkan pidalna terhadlap an lak tersebut den lgan pidanla penjalra 

selamla 2 (dula) tahlun daln 6 (enalm) bul lan serta menjaltuhkan pid lana pelatlihan 

kelrja peng lganti pidalna delnda diseralhkan palda Dlinas Sos lial Kabulpaten 

Bulelelng selalma 4 (emlpat) bullan. 

Sedangkan dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum 

menyatakan anak terb lukti secarla slah daln meyaklinkan bersallah melakulkan 

tinldak pid lana” Persetu lbuhan terhladap analk “ sebagai lmana dilatur dal lam Paslal 

81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tah lun 2014 Ten ltang Perubalhan atals UU RI 

Nomor 23 tah lun 2002 tent lang Perlin ldungan Anlak, dalalm dakwalan kesaltu 

dengan menuntut menjatu lhkan pidalna terhaldap anlak dlengan pid lana penjarla 

selama 1 (satu) tahun, memerintahkan agar Anak ditahan menjatuhk lan pidanla 

pellatihan kelrja penggan lti pidalna dend la diselrahkan plada Din las Sosi lal 

Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan. 
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Perbedaan antara sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dan tuntutan 

penuntut umum dalam kasus ini menunjukkan adanya ruang bagi 

pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman yang dianggap sesuai 

dengan kondisi pelaku dan konteks perkara. Penuntut umum, dalam 

tuntutannya, mungkin berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, faktor 

mitigasi, dan kepentingan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana. 

Sementara itu, hakim memiliki kewenangan lebih luas untuk 

mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan sanksi, seperti 

kondisi psikologis pelaku, dampak terhadap korban, dan potensi rehabilitasi 

pelaku di masa depan. 

Namun, perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan dan putusan 

bisa menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dalam penerapan hukuman 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini, jika hakim 

menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan penuntut umum, perlu 

dijelaskan secara transparan dasar pertimbangan hakim, agar putusan yang 

dijatuhkan tetap mencermin lkan kealdilan, kepalstian, daln kemanlfaatan hulkum 

yalng seim lbang balgi pelalku, ylaitu analk dli bawlah ulmur. 

Kemudian berdasar lkan hasi ll pen lelitian peniliti terhadap tind lak pid lana 

persetubuh lan yalng dil lakukan olleh an lak terlhadap analk di wilayah huk lum 

Pengadi llan Negleri Singaraja, terlihat bahwa pu ltusan pid lana yan lg dijat luhkan 

bervariasi anltara satu perklara denlgan lainnya, meskipun kasus-kasus tersebut 

termasuk dalam tinldak pidalna yalng sama dan ditulntut berdalsarkan palsal yalng 

sama, yakni Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014. Dalam beberapa kasus 

yang peneliti temui, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak 
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adalah sama, yaitu 1 (satu) tahun atau dijatuhkan sanksi pidana penjara 

dibawah 1 tahun atau masih dalam hitungan bulan, ditambah dengan pida lna 

pelatilhan k lerja sebaglai penglganti den lda sellama 3-4 bullan. 

Namun, dalam perkara yang sedang diteliti, putusan yang dijatuhkan 

terhadap terdakwa anak adalah pildana pelnjara sellama 2 (dlua) tahlun 6 (enalm) 

bullan, serta pid lana pelaltihan kelrja peng lganti den lda selalma 4 (em lpat) blulan, 

yalng dianggap oleh peneliti cukup berat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis 

berpendapat bahlwa pultusan haklim dalalm perkalra No. 5/Pid.Sus/2021/PN.Sgr 

kuralng menclerminkan kead lilan, kep lastian, daln kem lanfaatan hu lkum yanlg 

seilmbang balgi pelalku, yai ltu anlak dli bawlah umlur, dalalm memutusk lan perklara 

tindak pidana persetubuhan terha ldap anak yang didasari atas kesepakatan 

bersama. Mengingat pada pasal 2 huruf (c) menyatakan bahwa sistem 

peradilan anak harus memperhatikan kepen ltingan terbalik b lagi anlak, balik 

sebalgai pellaku malupun korblan selhingga mewaljibkan sem lua pih lak yalng 

terllibat dalalm peradilan pidan la analk untuk memprioritaskan hak da ln 

kebutuhan anak. 

Di sinilah perlunya reformasi dalam penerapan prinsip keadilan dala lm 

sis ltem peraldilan pid lana anlak, agar hukuman yan lg dijatuhkan lebih 

berorilentasi palda rehabilitasi dan pemulihan ana lk, slesuai deng lan semangat 

UU No. 11 Tahun 2012. Perlu diketahui pula bah lwa penj latuhan pidalna 

terhadlap analk cenderung merug likan perkelmbangan ji lwa an lak di l mlasa 

mendatang. Kecenderunlgan meruglikan inli aklibat dalri efelk penj latuhan pidlana 

terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). 
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Studi kasus dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN SGR ini 

menjadi relevan unt luk dianalisis seclara mendalam, Sehingga berd lasarkan 

laltar bellakang d li atals, penelliti terdorong un ltuk melakulkan sebuah penelit lian 

yang mengambil judul “ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU 

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR KESEPAKATAN 

BERSAMA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK 

MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS 

PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/ PN SGR)”. 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pa lda lat lar belaklang 

masallah d li atals, malka yan lg menjaldi identifikasi masalah dalam penel litian 

inli adalah. l 

1. Seringnya terjadi kasuls persetubuhan ylang dilakulkan olleh masih berada 

dibawah um lur serta melak lukan perseltubuhan atals das lar kesepakatan 

bersama / suk la salma sulka nalmun belum ada aturan khusus yang 

mengatur menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. 

2. Adanya potensi ketidakadilan antar kasus serupa akibat keputusan 

hakim yang bergantung pada interpretasi pribadi, yang dapat 

menyebabkan tidak konsisten dalam pemberian hukuman. 

3. Pasal 3 huruf (g) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan ba lhwa 

pemenjaraan anak halrus menjadi upaya teralkhir daln dilak lukan dalalm 

waktu yang sesingkat-singkatnya menimbulkan multitafsir yang 

dipandang tidak cukup spesifik mengenai batasan waktu atau syarat- 
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syaralt tertelntu yanlg halrus dipenuhi dal lam praktek penerapa ln hukuman 

terhladap an lak. 

4. keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada anak kurang 

mencerminkan perlindungan dan pemulihan anak sebagai pelaku, 

sehingga tid lak sejalaln denlgan prinsip kepentin lgan terbai lk bagli analk. 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah ialah upaya-upaya untuk menetapkan batasan dari 

masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup 

masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang 

lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah diatas 

masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Peneliti 

membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai 

bentuk atau wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana pesetubuhan atas dasar keputusan bersama berdasarkan prinsip kepentingan 

terbaik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

sistem peradilan pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terkait kasus persetubuhan dilakukan oleh anak atas dasar 

kesepakatan bersama, yang merujuk pada putusan Nomor 5/Pid.Sus- 

Anak/2021/PN Sgr. 

 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok 

yang akan ditelitis dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana bentuk atau wujud perlin ldungan huku lm terhaldap alnak 

sebalgai pel laku tinldak pidalna pesetubuhan atas dasar keputusan 

bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik se lsuai denglan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem 

peradilaln pidalna anlak? 

2. Bagaimana dasar pertimban lgan haklim dal lam menjat luhkan putu lsan 

terkait kalsus persetubuhan dilakukan oleh anak atas dasar 

kesepakatan bersama, yang merujuk pada putusan Nomor 5/Pid.Sus- 

Anak/2021/PN Sgr? 

 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasalrkan latlar bellakang daln rumulslan masallalh yalng tellah diurai lkan diatlas 

malka tuj luan yalng ingi ln diclapai dallam penel litian, yaitu sebagali beriklut: 

1. Tujuan Umum: 

 

Untulk mengeltahui belntuk atlau wujud perlind lungan huklum terhaldap anlak 

sebalgai pelaklu tindalk pidanla pesetubuhan atas dasar keputusan bersama 

berdasarkan prinsip kepentingan terbaik sesulai denglan ketenltuan Undanlg- 

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta 

dasar pertimban lgan haki lm dal lam menjatuhklan putu lsan terkait kalsus 

persetubuhan dilakukan oleh an lak atas dasar kesepakatan bersama, yang 

merujuk pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. 

2. Tujuan Khusus: 

 

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk atau wujud 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 
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pesetubuhan atas dalsar keputusan bersama berdasarkan prinsip 

kepenti lngan terblaik sesulai denlgan ketentuan Undalng-Undalng Nolmor 

11 Tahu ln 2012 tentlang sist lem peradlilan pidalna anlak. 

2. Un ltuk menganallisis daln mengevalu lasi daslar pertimb langan haki lm 

dallam menjatuh lkan putusan terkait ka lsus persetubuhan dilakukan 

oleh an lak atas dasar kesepakatan bersama, yang merujuk pad la 

putu lsan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. 

 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarklan tujualn penel litian dli atals, mlaka manflaat dlari penellitian inli 

adlalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 

1. Penel litian inli membelrikan kontr libusi terhadap perkemban lgan il lmu 

huku lm, khuslusnya dal lam bid lang peradilaln pid lana an lak daln 

perlind lungan analk. Penelitian ini akan menambah wawasan 

akademik mengenai penerapa ln prinlsip kepenltingan terb laik balgi 

an lak dal lam kasuls anak sebagai pelaku tin ldak pidalna persetubuhan 

atas dasar kesepakatan bersama. 

2. dapat memperkaya kajian mengenai penerapan dan interpretasi UU 

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

khususnya terkait perlindungan anak yang terlibat dalam tindak 

pidana serius, seperti persetubuhan, yang dilakukan atas dasar 

kesepakatan bersama. Penelitian ini juga dapat mengkritisi potensi 

kelemahan atau kekosongan dalam hukum yang perlu diperbaiki. 
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2. Manfaat Praktis 

 

1. Bagi Penulis 

 

Penelitian ini memberikan penulis kesempatan untuk 

mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

peraturan-peraturan dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan 

penerapannya dalam kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. 

Ini juga meningkatkan keterampilan penulis dalam melakukan 

analisis hukum normatif, serta kemampuan untuk menghubungkan 

teori hukum dengan praktik yang ada di lapangan. 

2. Bagi Praktisi Hukum 

 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi hukum dalam 

menangani kasu ls yanlg melibaltkan analk sebalgai pel laku tinldak 

pid lana persetubuhan atas dasar kesepakatan bersama. Penelitian ini 

diharapkan memberikan panduan terkait penerapan prinsip 

kepentingan terbaik dalam penanganan kasus-kasus serupa. 

3. Balgi Masyaralkat 

 

Peneliti lan i lni dapat meningkatkan pemaham lan masyaralkat tentalng 

bagaimana sistem peradilan pidana anak bekerja, khususnya dalam 

konteks kasus anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan atas 

dasar kesepakatan bersama. Hal ini dapat memberikan wawasan 

yang lebih baik mengenai perlindungan hak-hak anak dalam sistem 

hukum. 
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4. Bagi Pemerintah 

 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

pembuat kebijakan, seperti legislator dan lembaga pemerintah 

terkait, dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih 

baik dan memperbaiki pendekatan terhadap anak yang terlibat dalam 

tindak pidana, khususnya yang dilakukan atas dasar kesepakatan 

bersama. 


